
BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

“TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016.

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara
Republik Indonesia Pemerintah Daerah Berhak
Menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-
Peraturan Lain Untuk Melaksanakan Otonomi dan
Tugas Pembantuan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821):

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PajakBumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569),

3.
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10.

12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsisebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 54, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952):

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9286):

6.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004, Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

8.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):

9.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5049):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234):

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentangKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia .Tahun 2000 Nomor 109),

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentangPembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090),
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan danAnggota DPRD (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4416) sebagaiamana telahdiubah beberapa kali, terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahanketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2004 tentang Kedudukan Protokoler dan KeuanganPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4712),

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4502),

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentangPinjaman Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 136, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentangDana Perimbangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentangSistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4576) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentangSIKD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5155),

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentangHibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4577),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578),
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentangPedoman Penyusunan dan Penerapan StandarPelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 150, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585):

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun. 2005 Nomor 165, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539),

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4609) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4855),

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangpembagian urusan Pemerintah antar Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan PemerintahKabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 89, TambahanLembaran Negara Nomor 4741),
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentangPendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4829),

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentangPendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 91, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864),

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentangBantuan Keuangan kepada Partai Politik (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4972),
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentangPedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang TataTertib DPRD (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5104):

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentangTata Cara Pemberian dan Pemanfaatan InsentifPemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara: Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5161): :

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5165):

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentangPinjaman Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219):

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah DenganBadan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur:

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang PerubahanKeempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir,dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 tentang Kedua atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 TentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum Daerah:
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42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun2015 tentang Pedoman Penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016:

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan BantuanSosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri. Dalam Negeri Nomor 32 Tahun2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan BantuanSosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah,

44. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor22 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok PengelolaanKeuangan Daerah,

45. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yangmenjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 33),

46. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor
1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANGPENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semulaberjumlah Rp. 3.039.767.977.219,21 berkurang sejumlahRp. 160.156.213.219,21 sehingga menjadi Rp. 2.879.611.764.000,00 denganperincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan
a. Semula Rp 2.984.911.546.643,57b. Berkurang (Rp. 135.685.862.662,34)Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 2.849.225.683.981,23

(2) Belanja Daerah
a. Semula Rp.3.023.592.977.219,21b. Berkurang (Rp. 160.156.213.219,21)
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan RP. 2.863.436.764.000,00
(Defisit) setelah Perubahan (Rp. 14.211.080.018,77)
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(3) Pembiayaan
a. Penerimaan |

1. Semula Rp. 54.856.430.575,642. Berkurang (Rp 24.470.350.556,87)Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 30.386.080.018,77
b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 16.175.000.000,002. Bertambah : Rp 0,00Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 16.175.000.000,00Jumlah Pembiayaan Netto setelah
:perubahan Rp. 14.211.080.018,77Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah

Perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirincilebih lanjut dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV PeraturanBupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Musi Banyuasin.

Pasal 5
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturanini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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Pasal 6

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggai 28 November 2016

I MUSI BANYUASIN,

ta

21m BJ SIREGAR

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 28 November 2016 -.

SEKRETARIS DAERAH
USI BANYUASIN

030

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2016 NOMOR 58
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